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ABSTRAK 

RIANA ANGGA AP (B011191390) dengan judul “Pertanggungjawaban 
Pidana Perseroan dalam Tindak Pidana Usaha Budidaya Tanaman 
Perkebunan Tanpa Izin Usaha Perkebunan (Studi Putusan Nomor 
975K/PID.SUS/2020)”. Di bawah bimbingan Haeranah selaku Pembimbing 
Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping.  
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban pidana perseroan 
dalam tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha 
perkebunan. dan pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan sanksi 
pidana denda Perseroan atas tindak pidana budidaya tanaman perkebunan 
tanpa izin usaha perkebunan berdasarkan Putusan No.975K/pid.sus/2020. 
 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Penelitian penelitian 
hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai 
objek kajian. Sistem norma sebagai objek kajian merupakan seluruh unsur-
unsur dari norma hukum yang berisikan nilai tentang bagaimana 
seharusnya manusia berbuat atau bertingkah laku. 
 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban daripada 
perseroan sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 105 jo Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 113 Undang-Undang 
No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, baik perseroan maupun pengurus 
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun juga rumusan dari 
ketentuan pidana tersebut bersifat kumulatif sehingga dapat diketahui 
bahwasanya baik pengurus dalam hal ini organ perseroan selaku pengurus 
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penjara dan korporasi dalam 
hal ini perseroan dapat dimintai denda secara maksimum ditambah 1/3 dari 
pidana denda pasal yang mengatur ketentuan pelaksanaan usaha 
perkebunan tanpa adanya izin perkebunan. Pertimbangan Hakim 
memastikan bahwasanya perbuatan PT. Duta Swakarya Indah telah 
terbukti dan mencocoki rumusan delik dalam Pasal 105 jo 47 ayat (1) jo 
Pasal 113 ayat (1) Akan tetapi dalam amar putusan tersebut majelis hakim 
hanya menetapkan pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi PT. 
Duta Swakarya Indah Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya jika 
Pasal tersebut menentukan baik itu korporasi dan pengurus secara 
bersama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan juga 
ancaman pidana dan karena itu juga penulis berpendapat bahwasanya 
terdapat kekeliruan dalam hal penjatuhan pidana oleh majelis hakim. 
 
 
Kata Kunci: Izin Usaha Perkebunan, Pertanggungjawaban Pidana 
Perseroan, Tindak Pidana Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan 
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ABSTRACK 

RIANA ANGGA AP B011191390 “The Company's Criminal Liability in 
the Crime of Cultivating Plantation Plants Without a Plantation 
Business Permit (Decision Study Number 975K/PID.SUS/2020). Under 
the guidance of Haeranah and Audyna Mayasari Muin  
 
This study aims to determine the criminal liability of the company in the 
criminal act of cultivating plantation crops without a plantation business 
permit. and the legal considerations of the judge who imposed criminal 
sanctions on the Company for the crime of cultivating plantation crops 
without a plantation business permit based on Decision 
No.975K/pid.sus/2020. 
 
This type of research is legal research. Normative legal research research, 
namely research that places the system of norms as the object of study. 
The system of norms as an object of study is all the elements of legal norms 
which contain values about how humans should act or behave. 
 

The results of the research show that the form of liability of the company as 
a corporation commits a crime as referred to in Article 105 in conjunction 
with Article 47 paragraph (1) in conjunction with Article 113 of Law No. 39 
of 2014 concerning Plantations, both the company and its management can 
be held criminally responsible. The formulation of the criminal provisions is 
cumulative so that it can be seen that both the management, in this case 
the company's organs as administrators, can be held accountable for 
imprisonment and the corporation, in this case the company can be asked 
for a maximum fine plus 1/3 of the fines of the article governing the 
implementation provisions. plantation business without a plantation permit. 
The judge's consideration ensured that the actions of PT. Duta Swakarya 
Indah has been proven and complies with the formulation of the offense in 
Article 105 in conjunction with 47 paragraph (1) Zin conjunction with Article 
113 paragraph (1). However, in the ruling, the panel of judges only 
determined the fine imposed on the corporation PT. Duta Swakarya Indah 
As the author explained earlier, if the article stipulates that both the 
corporation and the management jointly can be held criminally responsible 
and also subject to criminal threats and because of that the author also 
believes that there was a mistake in terms of sentencing by the panel of 
judges. 

Keywords: Company Criminal Liability, Plantation Business License, 
Plantation Plant Cultivation Business Crime 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Di kalangan masyarakat terdapat beraneka macam hubungan 

bersama anggota masyarakat, yakni hubungan yang di timbul berdasarkan 

kepentingan-kepentingan masyarakat itu. Oleh karena itu, masyarakat 

membutuhkan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar hubungan 

tersebut tidak menimbulkan polemik dalam masyarakat. 

 Agar aturan-aturan hukum dapat berjalan semestinya dan diterima 

oleh lapisan masyarakat, maka aturan hukum tersebut harus  susuai dan 

tidak bertentangan dengan asas keadilan dari masyarakat tersebut. 

Dengan demikian, hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian 

hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula berlandaskan keadilan, 

yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.1 

Cabang dari ilmu hukum ialah hukum pidana, Hukum pidana adalah bagian 

dari badan hukum yang menetapkan asas dan aturan untuk menentukan 

perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai dengan 

ancaman atau hukuman semacam itu, hukuman tertentu bagi siapa saja 

yang melanggar larangan itu.2 Aturan hukum pidana yang tertuang dalam 

 
1http://repo.bunghatta.ac.id/1829/3/92%20EKO%20SYAHPUTRA%20%28161001211

1172%29%20BAB%20I.pdf diakses pada tanggal 10 november 2022 
2 Moeljatno  tahun 2008,Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta,hlm. 1 

http://repo.bunghatta.ac.id/1829/3/92%20EKO%20SYAHPUTRA%20%281610012111172%29%20BAB%20I.pdf
http://repo.bunghatta.ac.id/1829/3/92%20EKO%20SYAHPUTRA%20%281610012111172%29%20BAB%20I.pdf
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beberapa undang-undang dan peraturan memuat pengaturan untuk 

berbagai tindak pidana, dengan kemungkinan peraturan tersebut juga 

memilki ciri-ciri khusus mengenai asas-asas penerapanya yang berbeda 

dengan asas-asas penerapanya yang berbeda dengan asas asas hukum 

pidana.3 

 Salah satu tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana  

khusus adalah tindak pidana usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa 

izin usaha perkebunan.  Seseorang yang mengoalh dan membuka tanah 

untuk menanam tanaman di suatu daerah wajib mengikutii praktek-praktk 

yang dapat mencegah kerusakan.4 

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan hutan tanaman meliputi: 

perencanaan, pemilikan tanah, pembibitan, budidaya perkebunan, operasi 

pertanian, pengembangan dari sumebr daya, pemasarann serta 

pengelolaan hasil dari panen, dan system informasi dan data, pembiayaan 

kegiatan pertanian, investasi, bimbingan dan pemantauan, dan keterlibatan 

masyarakat. Dari sisi komoditas, minyak sawit dan inti sawit merupakan 

produksi tanaman terbesar di Indonesia 5 

Kegiatan perkebunan diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 

2014 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Di dalam UU Perkebunan 

 
3 Natangsa Surbakti, , Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus, Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah, Surakarta,2005 hlm.2 
4 Undang-undang 39 tahun2014,Bab VI budidaya tanaman perkebunan,pasal 32 ayat (1) 
5 Badan Pusat Statistik (BPS), 2017. 
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diatur beberapa ketentuan terkait pidana. Salah satu diantaranya dalam 

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan yang berbunyi “Perusahaan Perkebunan yang melakukan 

usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu 

dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik 

tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan”.6 

Kegiatan budidaya dilakukan oleh perorangan dan badan hukum, 

termasuk koperasi dan perseroan terbatas, baik pemerintah maupun 

swasta. Badan hukum yang bergerak di bidang budidaya dan/atau usaha 

pengolahan hasil tanaman harus mendapatkan izin usaha budidaya.  

Salah satu kasus dalam tindak pidana perkebunan adalah tindak 

pidana yang dilakukan oleh PT. Duta Swakarya Indah. Pada kasus 

tersebut, PT. Duta Swakarya Indah yang diwakili oleh direkturnya didakwa 

dengan Pasal 105 Jo. Pasal 47 Jo. Pasal 113 ayat (1) UU Perkebunan. 

PT. Duta Swakarya Indah melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman 

perkebunan kelapa sawit berupa penanaman dan pemeliharaan tanaman 

perkebunan kelapa sawit, dan PT. Duta Swakarya Indah telah mulai 

melakukan penanaman pada Tahun 2010 dan penanaman terakhir pada 

Tahun 2016. Namun, berdasarkan informasi yang diterima oleh Penyidik 

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, salah satu 

 
6 Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
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lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah yaitu Estate 

Sengkemang I dan Estate Sengkemang II, yang berada di Desa 

Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah melakukan 

kegiatan usaha budi daya perkebunan di luar izin lokasi dan izin usaha 

perkebunan yang dimiliki. 

Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan lapangan dan 

menemukan data sebagai berikut: 

1. Luas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 

Ha.  

2. Adapun luas areal yang dikerjakan yang berada didalam izin usaha 

perkebunan seluas ± 2.558 Ha.  

3. Luas areal PT. Duta Swakarya Indah yang berada di luar IUP seluas ± 

293 Ha. 

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah 

melakukan kegiatan perkebunan diluar wilayah perizinan usahanya yakni 

seluas ± 293 Ha. Atas tindakan tersebut, pada Pengadilan Negeri Siak Sri 

Indrapura, hakim memutus dalam Putusan No. 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak, 

Dikretur PT. Duta Swakarya Indah dinyatakan bersalah telah atas tindak 

pidana.”Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman 

Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu” yang selanjutnya dijatuhi 

pidana denda sejumlah Rp. 6.000.000.000,(enam milyar rupiah). 

Selanjutnya, Dikretur PT. Duta Swakarya Indah dan Jaksa Penuntut 

Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan diputus 
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dalam Putusan No. 321/PID.SUS/2019/PT PBR. Pada putusan Pengadilan 

Tinggi Pekanbaru, Hakim memutus untuk menerima permintaan banding 

PT. Duta Swakarya Indah dan Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan 

Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Hakim Pengadilan Tinggi 

memutus dengan putusan yang berbeda yakni menyatakan Dikretur PT. 

Duta Swakarya Indah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 

yang didakwakan sehingga Dikretur PT. Duta Swakarya Indah dinyatakan 

lepas dari segala tuntutan hukum. 

Atas Putusan Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 

Kasasi pada Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung 

menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum 

dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dalam Putusan 

Kasasi, Mahkamah Agung mengadili sendiri yakni menyatakan Dikretur PT. 

Duta Swakarya Indah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana tanpa izin usaha pgerkebunan melakukan budi daya tanaman 

perkebunan. dengan menjatuhkan pidana denda sebesar 

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Berdasar permasalahan pada 

kasus tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi terkait 

permasalahan tindak pidana pidana perkebunan tanpa izin usaha. Adapun 

judul yang akan diteliti oleh Penulis adalah “PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA PERSEROAN DALAM TINDAK PIDANA USAHA BUDIDAYA 

TANAMAN PERKEBUNAN TANPA IZIN USAHA PERKEBUNAN (STUDI 

PUTUSAN NO 975K/PID.SUS/2020)” 
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B. Rumusan Masalah  

Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. dan di dasarkan pada uraian yang 

telah diberikan pada bagian latar belakang sebagai berikut:   

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana perseroan 

dalam tindak pidana usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa 

izin usaha perkebunan? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana denda Perseroan atas tindak pidana usaha 

budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan 

berdasarkan Putusan No.975K/pid.sus/2020? 

C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan    

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganallisis pertanggungjawaban pidana perseroan 

dalam tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin 

usaha perkebunan. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim yang 

menjatuhkan sanksi pidana denda Perseroan atas tindak pidana 

budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan 

berdasarkan Putusan No.975K/pid.sus/2020. 
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D. Kegunaan Penelitian  

Diliat dari tujuan penulis mengantisipasi atau diharapkan  tugas akhir 

ini bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teori, penelitian ini diharap dapat memberikan 

kontribusi keilmuann serta berbagai pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya terkait dengan 

tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha 

perkebunan. 

2.  Manfaat secara praktiks, penelitian ini diharap dapat memiliki 

manfaat bagi semua pihak-pihak, terutama pihak yang ada 

dibagian hukum, dalam rangka upaya penegakan tindak 

pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha 

perkebunan. 

E. Keaslian Penelitian  

Beberapa judul tesis yang terkait dengan tinjauan hukum 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan perkebunan tanpa 

izin usaha perkebunan ditemukan melalui pencarian penulis. Tema yang 

sebanding sudah diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 

 

1. Skripsi yang di tulis oleh Eko Syahputra, Syafridatati, dan Deaf Wahyuni 

Ramadhani  tahun 2020  Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Melakukan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan 
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Luasan Tertentu Tanpa Izin”. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta. 

Skripsi ini membahas tentang tindak pidana perkebunan yang dalam 

rumusan masalahnya (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku tindak melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan 

dengan luasan skala tertentu dalam Putusan Nomor 183 /PId.Sus./2017/PN 

Plw? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak tindak 

melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala 

tertentu dalam Putusan Nomor 183 /PId.Sus./2017/PN Plw? Perbedaan 

dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat di salahsatu rumusan 

masalah skripsi di atas membahas bagaimana pertimbangan hakim 

terhadap pelaku yang mana hanya membahas jenis pertimbangan hakim 

yuridis dan non yuridis sedangkan membahas terkait penerapan hukum 

pidana. Penerapan hukum pidana terdapat posisi kasus, dakwaan JPU, 

tuntutan penuntut umum pertimbangan hakim, dan amar putusan. 

2. Skripsi yang diteliti oleh Rina yulianti tahun 2022 Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Putusan 

No.289/Pid.Sus/2020/PN.Bln).” Adapun salah satu rumusan masalah yang 

dibahas di penelitian tersebut membahas terkait kualifikasi tindak pidana 

melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin dalam Kawasan Hutan dalam 

perpektif hukum pidana. Sedangkan penelitian yang penulis bahas terkait 

pertanggungjawaban pidana perseroan dalam tindak pidana budidaya 

tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan, penelitian terdahulu 
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membahas dan menganalisis secara yuridis terkait dengan melakukan 

perkebunan tanpa izin dalam Kawasan Hutan Industri. 

3. Skripsi yang di teliti oleh Sani Tantra Perdana tahun 2019 Fakultas 

Hukum Universitas Sumatra Utara yang berjudul “Pembukaan Lahan 

Perkebunan di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-

Undang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan 

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 309/PID.SUS/2016/PT.MDN) Adapun 

fokus penelitian yang di bahas di skripsi tersebut membahas terkait 

kawasan Hutan yang ditinjau dari Undang-undang pencegahan dan 

pemberantasan kerusakan Hutaan sedangkan penelitian yang penulis 

bahas tengtang pertanggunjawaban pidana perseroan dalam tindak pidana 

budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan. 

F.   Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian, masuk didalam kategori penelitian hukum normative 

yaitu, penelitian yang menjadikan  system normatif dalam objek penelitian. 

Sistem norma sebagai ojek penelitian mencakup semua unsur norma 

hukum yang mengandung nilai-nilai tentang bagaimana seharusnyacorang 

bertindak atau berprilaku.7 

 
7 Said Sampara dan La ode Husen, 2016, Metode Penelitian Hukum, Kretakupa Print 

Makassar, Makassar, hlm. 29 
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2. Pendekatan Penelitian  

Secara umum,ada banyak metodelogi kajian yang digunakan dalam 

bidang hukum ada macam metode pendekatan dalam sebuah penelitian 

ialah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan 

historis/sejarah Pendekatan Kasus (Case Approach) (Historical Approach), 

Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), dan juga Pendekatan 

Konseptual (Conseptual Approach).
8
 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yaitu dengan membahas 

aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian Penulis. Kemudian 

menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu penulis 

menganalisis kasus yang berkaitan dengan penelitian dengan putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap. 

3. Bahan Hukum  

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:  

a. Bahan Hukum Primmer terdiri dari undang-undang, surat-surat resmi 

atau perjanjian yang ada pada perundang-undangan serta putusan  

 
8 Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media Group, 

Jakarta, hlm. 133  
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hakim.9 Bahan hukum primer yang digunakan di penelitian ini ialah  

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum 

Pidana (KUHP) , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.39 Tahun 2014 

Tentang Perkebunan (UU Perkebunan), serta putusan Pengadilan 

Tinggi Pekanbaru No.975K/Pid.Sus/2020/PT Pbr. 

b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer dan membantu memahami dan mendalami 

bahan hukum primer. Beberapa jurnal, buku, dan hasil penelitian  

berkaitan dengan penelitian  ini digunakan. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum  

 Penelitian hukum yang dilakukan dalam  pengumpulan bahan hukum 

dalam penelitian ini adalah, metode pengumpulan bahan hukum ini di 

lakukan melalui studi kepustakaan (library research). Kajian kepustakaan 

ini dilakukan bertujuan mengumpulkan, mendapatkan atau mencari 

konsepsi, teori, asas atau pemikiran lain yang tentunya bersinggungan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini.10 Studi kepustakaan, yaitu 

 
9 Ibid, hlm. 181  

10 Bambang Sunggono,  tahun 2007,Metodelogi Penelitian Hukum,Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, hlm.115 
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menemukan materi hukum dengan cara meliat, literasi, kemudian 

mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media online. 11 

Dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis serta peraturan 

perundang-undangan yang terkait serta menggunakan bahan hukum. 

Penulis juga melakukan studi dokumen pada Putusan Tinggi Pekanbaru 

No.975K/Pid.Sus/2020/PT Pbr. Juga studi kepustakaan terhadap buku-

buku, jurnal atau artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur yang 

berkaitan dengan penelitian Penulis.  

5. Analisis Bahan Hukum  

Adapun bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang kemudian 

dianalisis secara kualitatif oleh penulis dalam bentuk naskah normative dan 

pendapat hukum yang selanjutnya dapat diturunkan peraturan peraturan 

untuk masalah yang terkait. Dengan penelitian ini12 sehingga Penulis 

mampu menyarankan apa yang harus dilakukan agar dapat memberikan 

saran bagaimana mengatasi permasalahan termasuk penelitian ini yang 

dituangkan dalam bentuk rumusan maslah.13  

 
11 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, tahun 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 
dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.160.  
 
12 Irwansyah, Ahsan Yunus. Tahun 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik 

Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171. 
13 Ibid, hlm 44.  
 


